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ABSTRAK

Syamsul Anwar, 201410115206, Skripsi, Kepastian Hukum Terhadap
Pekerja Alih daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-1X/2011.
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 219/PDT.SUS-
PHI/2016/PN.BDG)

Alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain,
Praktik alih daya di Indonesia telah mengakibatkan pekerja alih daya tidak
menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pekerja alih daya juga tidak
diberikan jaminan perlindungan atas keberlangsungan pekerjaan mereka. Adanya
pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65
dan Pasal 66 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-1X/2011 memustuskan mengabulkan sebagian atas pasal-pasal
yang diajukan, yaitu hanya pasal 65 ayat (7) dan pasal 66 ayat (2) b yang memuat
mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari penulis adalah
untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan Kketenagakerjaan jenis
pekerjaan alih daya dan perlindungan hukum yang diterapkan pada pekerja alih
daya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-1X/2011. Metode
penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi,
berdampak pada adanya perubahan terhadap pelaksanaan sistem penyerahan
sebagian kepada perusahaan lain (Alih Daya) dengan menerapkan prinsip
pengalihan perlindungan. Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan pekerja alih daya
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
selama tidak disyaratkan klausul pengalihan hak-hak Pekerja. Dimana dituangkan
didalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 perusahaan penyalur pekerja alih
daya harus melaksanakan prinsip pengalihan perlindungan bagi Pekerja alih daya
yang dimuat dalam klausul yang terdapat pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
ataupun Perjanjian Pemberian Jasa Pekerja. Dengan dilaksanakannya prinsip ini,
jika suatu waktu terjadi pergantian Perusahaan Pemborongan Pekerjaan atau pun
Pengusaha penyedia jasa Pekerja, hak-hak Pekerja serta masa kerja yang telah
dilalui Pekerja pada Perusahaan yang lama tetap dianggap ada dan diperhitungkan
oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang baru

Kata kunci : Kepastian Hukum, Alih daya, Kewenangan Kehakiman, Putusan
Mahkamah Konstitusi, Pemutusan Hubungan Kerja.

Kepastian Hukum..., Syamsul, Fakultas Hukum 2018



ABSTRACT

Syamsul Anwar, 201410115206, Skripsi, The rule of the law to workers
outsourching after the decision of the Constitutional Court Number 27 /PUU-IX
/2011 (Case study the Verdict of the Court of Industrial Relations Number.
219/PDT. SUS - PHI/2016 /PT.Bdpg).

Outsourching is submission most to other companies. The practice of
Outsourching in Indonesian has resulted in the workers not receive the rights they
are supposed to get. Workers outsourching also not given guarantees of for the
sustainability of their Job. The presence of Juditial Review in the Constitutional
Court regarding Article 59, Article 65 and article 66 of Law Number 13 year
2003 about of Labor to the Law of 1945 which declared unconstitutional
conditional, Supreme Court decision Number 27 /PUU-IX /2011 break approved
most of the provisions in the proposed, The only article 65 paragraph 7 and
Article 66 paragraph 2 ( b ) that includes about of the Work Time Limited. The
purpose of this research is to know the arrangement of law for workers
outsourching and legal protection applied to workers outsourching In the verdict
Supreme Constitution Number 27 /PUU-IX /2011. Research methods using the
author of the method normative research by using the legislation. Article 65
paragraph (7) and Article 66 paragraph (2) of law Number 13 Year 2003 related
to outsourcing no longer have binding legal force during the is not required the
clause of transfer of rights of workers. The ministry of Labor published
Regulation of the Minister of labor Number 19 Year 2012. that in anyway
transfer of protection for the workers of the outsourcing that is loaded in the
clause contained in the agreement of contract of work or agreement on the
outsourcing, The rights of workers as well as the work that has been traversed
workers at the company that long still be considered and calculated by

outsourching new.

Key Word : The rule of law, outsourcing, the authority of justice, the verdict of the

Constitutional Court, Termination Of Employment.

Kepastian Hukum..., Syamsul, Fakultas Hukum 2018
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